PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PEMERIKSAAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Menimbang:

Mengingat :

PROVINSI JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50,
Pasal 90, Pasal 104, Pasal 107, Pasal 149 ayat (6), Pasal 154
ayat (2) dan Pasal 157 ayat (6) Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengelola
Pendapatan Daerah tentang Petunjuk Teknis Pemungutan
dan Pemeriksaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




Menetapkan:

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 153);

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PEMERIKSAAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

i
2.
3.

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya
disebut Badan adalah Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.
Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain adalah unsur pelaksana di bidang
Retribusi dan Pendapatan Lain pada Badan.



10.

11.

12

13.
14.

15.

16.

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPPD adalah
unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan sesuai wilayah
kerjanya.

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang ditunjuk yang Selanjutnya disebut
UPPD yang ditunjuk adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Badan di luar wilayah kerjanya sehingga perlu dilakukan penunjukan.

Unit Pengelola Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB
adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat
Berat.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah
semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan
Bermotor dan Alat Berat.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya
yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan
di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi
dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh
tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak
melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi
tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan
pertambangan.

Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang
menyerahkan BBKB.

Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen
atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Masa PBBKB adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib PBBKB untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan PBBKB yang terutang yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri Wajib PBBKB dengan jangka waktu yang
lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

PBBKB terhutang adalah pajak PBBKB yang harus dibayar oleh Wajib Pajak
pada suatu saat, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.



17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

29.

26.

27.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan daerahnya.

Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penyedia
BBKB adalah produsen dan/atau importir BBKB baik untuk dijual maupun
digunakan sendiri.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pendaftaran dan
pendataan, penghitungan, pembayaran dan penyetoran PBBKB.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan
atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/
atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.



28.

29.
30.

31.

32.

33.

(1)

(2)

Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
Pemungut PBBKB adalah penyedia PBBKB.

Konsumen adalah pengguna BBKB.

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan
secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur
pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang
dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil
sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat
perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP
adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos
yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah
pokok pajak terutang atau retribusi terutang dan perhitungan sementara dari
sanksi administrasi.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan
yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh
pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan

tujuan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan dan pemeriksaan PBBKB, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk:
a. memberikan pelayanan pemungutan PBBKB yang mudah, transparan dan
cepat;
b. memberikan pedoman dalam melakukan pemeriksaan PBBKB; dan
c. memberikan informasi yang terbuka kepada Wajib Pajak mengenai
ketentuan pengaturan, prosedur dan mekanisme tata cara penghitungan
PBBKB.



Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:
a. pendaftaran dan pendataan PBBKB;

b. penyampaian dan penelitian SPTPD;

c. pembayaran atau penyetoran PBBKB;
penagihan PBBKB;

e. pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok
dan/atau sanksi PBBKB;

5o

[y

penundaan pembayaran PBBKB;
pemeriksaan PBBKB;
optimalisasi Penerimaan PBBKB; dan

Standar Operasional dan Prosedur.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PBBKB
Bagian Kesatu
Pendaftaran PBBKB
Pasal 4

Penyedia BBKB yang berdomisili di wilayah Daerah mengajukan surat permohonan
pendaftaran sebagai Wajib PBBKB kepada Kepala Badan melalui Kepala UPPD

sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 5

(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan

persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

C.

f.

Fotokopi Nomor Induk Berusaha (bagi wajib pajak badan);

Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (bagi wajib pajak orang pribadi);
Nomor Pokok Wajib Pajak ;

Sertifikat standar atau ijin sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia;

Surat Keterangan Ijin Usaha Niaga Umum atau dokumen lain yang
dipersamakan; dan

Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pimpinan Perusahaan.

(2) Kepala UPPD melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap surat permohonan

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelengkapan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(3) Kepala UPPD dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat melaksanakan secara administratif dan/atau faktual.



(4) Dalam hal verifikasi dan validasi surat permohonan dan kelengkapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan valid dan lengkap serta
Penyedia BBKB memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib
PBBKB, Penyedia BBKB pemohon ditetapkan sebagai Wajib PBBKB.

(5) Penetapan Penyedia BBKB sebagai Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) melalui penerbitan NPWPD oleh Kepala Badan atas usulan dari Kepala
UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk.

(6) Kepala UPPD melakukan input data Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dalam Buku Induk Wajib PBBKB yang diselenggarakan secara
elektronik.

Pasal 6
Penyedia BBKB yang berdomisili di luar wilayah Daerah mengajukan surat
permohonan pendaftaran sebagai Wajib PBBKB kepada Kepala Badan melalui
Kepala UPPD yang ditunjuk.

Pasal 7
Ketentuan mengenai pendaftaran Wajib PBBKB yang berdomisili di luar wilayah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku mutatis mutandis ketentuan
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8
Format surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan
Pasal 6 serta format Buku Induk Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua
Pendataan PBBKB
Pasal 9
(1) Kepala UPPD melaksanakan pendataan PBBKB di wilayah kerjanya.
(2) Pendataan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
(3) Pendataan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. aspek subjektif yang merupakan syarat yang berkaitan dengan subjek pajak
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. aspek objektif yang merupakan syarat bagi subjek pajak dalam melakukan
kewajiban perpajakan.



(1)

(4)

)

Pasal 10

Dalam melaksanakan pendataan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 Kepala UPPD berkoordinasi dengan unsur Dinas pada wilayah kerjanya dan
instansi terkait lainnya.
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pendataan terhadap Penyedia BBKB;
b. pendataan terhadap kegiatan penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada

konsumen; dan
c. pemutakhiran data Wajib PBBKB.
Dalam hal hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat
Penyedia BBKB yang belum mendaftar dan/atau melakuan kegiatan
penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen dan belum
ditetapkan sebagai Wajib PBBKB dan/atau terjadi pemutakhiran data Wajib
PBBKB, Kepala UPPD melakukan verifikasi dan validasi.
Kepala UPPD dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat melaksanakan secara administratif dan/atau faktual.
Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyatakan bahwa Penyedia BBKB tidak memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sebagai Wajib PBBKB, Kepala UPPD mencatat hasil verifikasi dan
validasi dalam buku register tersendiri sebagai pertanggungjawaban kinerja dan
bahan evaluasi selanjutnya.
Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyatakan bahwa Penyedia BBKB memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sebagai Wajib PBBKB, Penyedia BBKB pemohon ditetapkan sebagai
Wajib PBBKB.
Penetapan Penyedia BBKB sebagai Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) melalui penerbitan NPWPD oleh Kepala Badan.
Kepala UPPD melakukan input data Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dalam Buku Induk Wajib PBBKB yang diselenggarakan secara
elektronik.
Format Buku Induk Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 11

(1) Dalam hal hasil pendataan PBBKB oleh Kepala UPPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 terdapat Penyedia BBKB yang berdomisili diluar wilayah Daerah,
maka Kepala UPPD menyampaikan laporan hasil pendataan kepada Kepala
Badan.



(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan
menugaskan Kepala UPPD yang ditunjuk untuk melakukan pendataan
Penyedia BBKB.

Pasal 12
Ketentuan pendataan Penyedia BBKB oleh Kepala UPPD yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku mutatis mutandis
ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 13

(1) Wajib PBBKB yang tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif
sebagai Wajib PBBKB dapat dilakukan penonaktifan NPWPD dengan
mekanisme:

a. pengajuan permohonan penonaktifan NPWPD oleh Wajib PBBKB; dan
b. hasil pendataan PBBKB oleh UPPD atau UPPD yang ditunjuk.

(2) Pengajuan permohonan penonaktifan NPWPD oleh Wajib PBBKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Wajib PBBKB kepada
Kepala Badan melalui Kepala UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk.

(3) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala
UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk menyampaikan permohonan kepada
Kepala Badan.

(4) Hasil pendataan PBBKB oleh UPPD atau UPPD yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Kepala UPPD atau Kepala
UPPD yang ditunjuk kepada Kepala Badan.

(5) Kriteria Wajib PBBKB yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib PBBKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tidak lagi menjadi penyedia BBKB dalam jangka waktu 12 (bulan) masa
PBBKB secara berturut turut; dan/atau

b. penyedia BBKB tidak melakukan kegiatan penyerahan BBKB di Daerah
dalam jangka waktu 12 (bulan) masa PBBKB secara berturut turut.

(6) Berdasarkan usulan penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Badan dapat melakukan penonaktifan NPWPD.

(7) Kepala Badan harus menerbitkan Keputusan penonaktifan NPWPD
sebagaimana dimaksud ayat (6) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(8) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diterbitkan
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib PBBKB
dianggap disetujui.

(9) NPWPD yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
diaktifkan kembali sepanjang Penyedia BBKB memenuhi persyaratan sebagai



Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan melakukan
kegiatan penyerahan BBKB di Daerah yang dibuktikan dengan dokumen
penyerahan BBKB atau dokumen lain yang dipersamakan.

(10) Tata cara penonaktifan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

(1)

(2)

(3)

pengaktifan kembali NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dalam Peraturan Kepala Badan yang mengatur NPWPD.

BAB III
PENYAMPAIAN DAN PENELITIAN SPTPD
Bagian Kesatu
Penyampaian SPTPD
Pasal 14
Setiap Wajib PBBKB yang telah mendapatkan NPWPD, mengisi SPTPD dengan
jelas, benar dan lengkap dengan menggunakan bahasa Indonesia serta
ditandatangani oleh Wajib PBBKB atau kuasanya.
Formulir SPTPD dapat diambil sendiri oleh Wajib PBBKB atau kuasanya pada
Kantor UPPD atau Kantor UPPD yang ditunjuk atau dapat mengaksesnya
secara elektronik.
SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib
PBBKB atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala
Badan melalui Kepala UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk paling lambat 15
(lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa PBBKB.
Penyampaian SPTPD oleh Wajib PBBKB kepada Kepala Badan melalui Kepala
UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk dapat dilakukan secara elektronik.
Penyampaian SPTPD dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak dan
dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan PBBKB yang
terutang berupa:
a. rekapitulasi penjualan BBKB yang dirinci per Kabupaten/Kota; dan
b. bukti transfer atau bukti pembayaran PBBKB.

Pasal 15
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memuat:
a. nama Wajib PBBKB dan/atau kuasanya;
b. alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik Penyedia BBKB,;
c. masa PBBKB;
d. tahun PBBKB;
jenis dan volume BBKB;
harga jual BBKB;
g. tarif PBBKB; dan

= 0



(2)

(2)

h. jumlah PBBKB terutang.

Selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPTPD dapat memuat

pengurangan pokok PBBKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16

Dalam hal terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan

penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan tidak bisa

dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, jaringan

komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat

dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal terakhir penyampaian

SPTPD, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya

dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda serta dibuatkan

berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPPD atau Kepala UPPD yang

ditunjuk.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Pasal 17

Format SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan Format SPTPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Penelitian SPTPD
Pasal 18

Berdasarkan penyampaian SPTPD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, Kepala UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk melakukan
penelitian SPTPD.
Penelitian SPTPD dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. meneliti kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan

tanggal pelunasan dalam SSPD;
b. meneliti kesesuaian antara SSPD dan SPTPD, antara lain:

1. meneliti kebenaran identitas diri Wajib PBBKB;

2. mencocokan jumlah PBBKB yang dilaporkan dalam SPTPD dengan

PBBKB yang telah dibayar dalam SSPD pada Masa PBBKB yang sama;
3. meneliti rekapitulasi penjualan BBKB yang dirinci per Kabupaten/Kota;

dan



(3)

(4)

(5)

(1)

(3)

(1)

(2)

4. meneliti pengenaan sanksi administrasi dalam SPTPD dengan SSPD pada
Masa PBBKB yang sama.
c. meneliti kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi
lainnya, antara lain:
1. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD; dan
2. meneliti kebenaran perhitungan Nilai Dasar Pengenaan PBBKB dengan
Tarif PBBKB.
Penelitian SPTPD dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak
penyampaian SPTPD diterima.
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir
Hasil Penelitian SPTPD.
Format Formulir Hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 19
Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD diketahui terdapat PBBKB
terutang yang tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, tidak atau
kurang dibayar, Kepala UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk menerbitkan
STPD.
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah kekurangan
pembayaran PBBKB terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah PBBKB yang:
a. tidak dibayar atau disetor tepat pada waktunya; atau
b. tidak dibayar atau yang kurang dibayar;
dihitung sejak saat terutangnya PBBKB atau berakhirnya masa PBBKB.
Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan ini.

BAB IV
PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PBBKB

Pasal 20
PBBKB terutang harus dilunasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah
berakhirnya masa PBBKB.
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus
bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan.



(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal terdapat
PBBKB yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
a. hasil Pemeriksaan Pajak; atau
b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan telah ditegur secara tertulis
namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam pembukuan dan
pemeriksaan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan
menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(5) Format SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 21
(1) Pembayaran PBBKB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk atau Bank Persepsi.
(2) Kasir menyetorkan pembayaran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada
UPPD atau UPPD yang ditunjuk.
(3) Pembayaran PBBKB dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis

elektronik.

Pasal 22
Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan
hasil penerimaan PBBKB ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENAGIHAN PBBKB
Pasal 23
(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
merupakan dasar Penagihan PBBKB.
(2) Atas dasar Penagihan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum

jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.



